
  

 
 
 

GUBERNUR PAPUA 
 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA 
 

NOMOR  65  TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 
 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PAPUA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah jo Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya untuk 
membiayai urusan-urusan Pemerintahan yang bersifat 

wajib dan urusan-urusan Pemerintahan yang bersifat 
mengikat perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah; 

  b. bahwa selain belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu juga mengatur belanja untuk menunjang 
kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan untuk mendukung efektifitas 
penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Papua; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur Papua tentang Pengeluaran Kas Mendahului 

Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 
Anggaran 2013;     

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1969 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
 

3.Undang-Undang......../2 

 

 

 



  

-2- 

 

3. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4884); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Keempatbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012    
Nomor 32); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);    

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Peraturan Daerah 

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi 
Papua Tahun Anggaran 2013. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi 
otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

2. Daerah adalah Provinsi Papua. 

3. Gubernur adalah Gubernur Papua. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang 

dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan 
oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk 

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan 
jasa. 

6. Belanja yang  bersifat wajib adalah belanja untuk 
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 

pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan 
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak 
ke tiga. 

Pasal 2 

 

Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Peraturan Daerah 

Provinsi Papua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013 dimaksudkan untuk belanja 

yang bersifat tetap yaitu belanja pegawai, layanan jasa dan 
keperluan kantor sehari-hari. 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, 
tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal........../5 
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Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

       Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Papua.  

 
 

Ditetapkan di Jayapura 

pada  tanggal 31 Desember 2012  
 

 Pj. GUBERNUR PAPUA, 
    CAP/TTD 
 drh. CONSTANT KARMA 

 
 

 
Diundangkan di Jayapura 
pada tanggal  31 Desember 2012 

Plt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  PAPUA, 
CAP/TTD 

ELIA I. LOUPATTY 

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA 
TAHUN 2012 NOMOR 65 

 
 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM 
 
 

ROSINA UPESSY, SH 
 
 


